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This thesis is discuss about the implementation of the land blocking 
certificate or the annotation of it in the land book and the factors that cause 
the land blocking certificate in the National Land Office of Sleman. The 
methodology of this research is a legal empiric research, which is legal 
research that is working to see the law in the fact and how the law works in 
the sociality. The result of data is searching by doing field research in Land 
Office of Sleman, through interview to the speakers which is functionary of 
Land Office of Sleman. All of the result of research will described and 
analyzed by qualitively. Based on the result of the research, will find how 
the implementation of the land blocking certificate or the annotation by 
Land Office and Sleman and what are the obstacle in the implementation of 
the land blocking certificate or the annotation by Land Office of Sleman. 
Whether in practice is compatible with the Permen ATR/BPN No. 13 Tahun 
2017.  
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A. Latar Belakang Masalah 
Bagi negara agraris seperti Indonesia, tanah merupakan barang yang 
amat vital. Setiap kegiatan yang dilakukan di negara itu, baik oleh seorang 
warga negara perorangan, sekelompok orang, suatu badan hukum ataupun 
oleh Pemerintah pasti melibatkan soal tanah. Dengan tanah dan di atas tanah 
itu semua kegiatan (phisik) dilakukan oleh Bangsa Indonesia.1  Di dalam 
sistem hukum pertanahan Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 
tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria merupakan dasar hukum 
agraria nasional saat ini. Tujuan adanya UUPA ialah untuk membangun 
masyarakat yang adil dan makmur dalam kegiatan pertanahan, serta 
menjamin kepastian hukum.  
Sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 19 Ayat (1) UUPA bahwa 
untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan Pendaftaran 
Tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan 
yang diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang 
Pendaftaran Tanah yang menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 10 
Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah. Peraturan Pemerintah Nomor 24 
Tahun 1997 mempunyai ketentuan-ketentuan yang bukan hanya 
pelaksanaan Pasal 19 UUPA, tetapi sebagai Peraturan Pemerintah yang 
menjadi Tulang Punggung yang mendukung berjalannya administrasi  
                                                             
1 Sudjito, 1987, “Prona, Pensertifikatan Tanah Secara Massal dan Penyelesaian 





pertanahan dan sebagai salah satu wujud Tertib Pertanahan dan Hukum 
Pertanahan di Indonesia.2  
Dalam pelaksanaannya, pendaftaran tanah di Indonesia telah 
dilakukan sebagaimana yang diatur di dalam Peraturan-peraturan tersebut. 
Namun demikian, masih saja terjadi sengketa pertanahan yang saat ini 
menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah. Hal ini disebabkan karena 
sertipikat sebagai alat pembuktian yang kuat ternyata belum menjamin 
kepastian hukum pemiliknya. Terlebih lagi dalam Pasal 32 Peraturan 
Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 memberi peluang di mana sepanjang ada 
pihak lain yang merasa berhak, dapat menggugat pihak yang namanya 
tercantum dalam sertipikat secara keperdataan ke pengadilan umum, atau 
menggugat Kepala BPN/ Kepala Kantor Pertanahan, Pengadilan Tata Usaha 
Negara.3 
Pihak yang merasa dirugikan tersebut dapat memohonkan 
pencatatan dalam buku tanah atau biasa disebut dengan istilah pemblokiran 
tanah atau pencatatan blokir. Pemblokiran tanah diatur dalam Peraturan 
Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 13 Tahun 2017 tentang Tata Cara Blokir 
dan Sita yang memuat tentang syarat, kewenangan, jangka waktu, tahapan 
pencatatan hingga penghapusan blokir dan sita. Peraturan pemblokiran 
bertujuan untuk mewujudkan keseragaman, standarisasi dan tertib 
                                                             
2 Urip Santoso, 2010, Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah., Kencana Prenada 
Media Group, Jakarta, hlm. 5 
3 Adrian Sutedi, 2010, Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya, Sinar Grafika., 





administrasi dalam pelaksanaan pencatatan dan penghapusan catatan blokir. 
Tujuan pemblokiran tanah yaitu sebagai upaya pengamanan berupa 
pencegahan/ penghentian untuk sementara terhadap segala bentuk 
perubahan terhadap sertipikat hak atas tanah tersebut oleh kantor pertanahan 
hingga adanya putusan tetap dari Pengadilan. Dengan demikian tanah 
tersebut tidak dipindahkan ataupun disalahgunakan kepemilikannya oleh 
pihak lain. 
Dalam rangka tertib administrasi pertanahan, melakukan pencatatan 
blokir, sita atau adanya sengketa dan perkara mengenai hak atas tanah perlu 
dilakukan kegiatan pemeliharaan data pendaftaran tanah berupa pencatatan 
pada buku tanah dan surat ukur. Kegiatan pemeliharaan data pendaftaran 
tanah dilakukan apabila terjadi perubahan pada data fisik atau data yuridis 
obyek pendaftaran tanah pihak yang merasa dirugikan wajib mendaftarkan 
perubahan yang terjadi kepada kantor pertanahan sehingga data yang ada di 
kantor pertanahan sesuai dengan keadaan di lapangan.4  
Meski telah diatur sedemikian rupa, ternyata pada kenyataannya 
tidak semua peraturan tersebut dapat dilaksanakan dengan seyogianya oleh 
Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman. Sebagai contoh Darso Wiyono 
seorang pensiunan pegawai rendah Dinas Pekerjaan Umum Kota 
Yogyakarta itu, Senin (8/9/2014) mengadukan kasus yang dialami di Kantor 
Jogja Police Watch (JPW). Awal kasus tersebut yaitu pada tanggal 27 
Agustus 2012 dia hendak mencari pinjaman uang kepada suatu bank dengan 
                                                             





membawa dua sertifikat tanah warisan orangtuanya berupa sawah seluas 
1.700 meter m2 dan pekarangan seluas 332 m2. Saat pulang, 2 sertifikat tanah 
yang diletakkan di jok belakang sepeda motor itu terjatuh di tengah jalan 
karena karet pengikat putus. "Karena hilang di jalan, saya kemudian lapor 
ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sleman untuk dilakukan 
pemblokiran," katanya. Sekitar 3 minggu dari laporan pemblokiran itu 
lanjut dia, ada orang yang mengaku membawa sertifikat itu. Dia mengaku 
sebagai pembeli bernama Enny Indah Royani, warga Sleman. Kepadanya 
dia meminta untuk segera meninggalkan lahan pekarangannya. "Saya tidak 
mau karena saya merasa tidak pernah kenal, bertemu dengan orang itu atau 
bertransaksi jual beli tanah. Saya tidak pernah menjual tanah itu karena 
warisan orangtua," katanya. Saat dikonfrontasikan oleh petugas BPN, dia 
juga mengaku tidak pernah menjual tanah. Namun sertifikat tanahnya hilang 
akibat terjatuh di jalan. Setelah itu, kata Darso, ada gugatan dari Pengadilan 
Negeri (PN) Karanganyar Surakarta. Dia dianggap tidak bisa membayar 
angsuran utang di BPR Artamas. "Di pengadilan saya menang karena bukti 
yang dibawa Enny Indah Royani tidak lengkap," ungkapnya. Setelah di PN 
Karanganyar selesai, kasus yang menimpa bapak satu cucu itu belum 
selesai. Dia dilaporkan Enny ke Polres Sleman dengan tuduhan penipuan 
karena sertifikat tanah sudah dijual kepadanya.5  
                                                             
5https://news.detik.com/berita/d-2684441/mbah-darso-kehilangan-sertifikat-tanah-kini-





Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, penelitian hukum ini 
dibuat guna memberikan kajian akademis yang dapat digunakan sebagai 
pertimbangan hukum dalam kemajuan Pendidikan di Kota Yogyakarta. 
Oleh karena itu, penulis tertarik melakukan penelitian yang berjudul 
“PELAKSANAAN PEMBLOKIRAN SERTIFIKAT HAK MILIK ATAS 
TANAH DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SLEMAN”. 
B. Rumusan Masalah  
Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan 
permasalahan sebagai berikut: 
1. Bagaimana pelaksanaan pemblokiran sertifikat hak milik atas tanah di 
Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman ? 
2. Apakah hambatan-hambatan dalam pelaksanaan pemblokiran sertifikat hak 
milik atas tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman dan bagaiman 
upaya menanggulanginya? 
C. Tujuan Penelitian  
Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari adanya 
penelitian hukum ini adalah sebagai berikut: 
1. Untuk mengetahui pelaksanaan pemblokiran sertifikat hak milik atas 
tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman 
2. Untuk mengetahui apa saja hambatan-hambatan dalam pelaksanaan 
pemblokiran sertifikat hak milik atas tanah di Kantor Pertanahan 
Kabupaten Sleman dan mengetahui upaya Kantor Pertanahan 





terjadi dalam pelaksanaan pemblokiran sertifikat hak milik atas tanah di 
Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman. 
D. Manfaat Penelitan  
Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik untuk 
kepentingan teoritis maupun kepentingan praktis, yaitu sebagai berikut : 
1. Manfaat Teoritis  
Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi 
pengembangan ilmu hukum khususnya tentang peraturan mengenai 
pelaksanaan pemblokiran sertifikat hak milik atas tanah di Kantor 
Pertanahan Kabupaten Sleman. 
2. Manfaat Praktis  
Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan memberikan masukan 
bagi: 
a. Bagi Penulis  : Penelitian ini diharapkan dapat menambah 
wawasan tentang bagaimana pelaksanaan pemblokiran sertifikat hak 
milik atas tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman serta 
mengetahui apa saja hambatan-hambatan di dalam proses 
pelaksanaan pemblokiran sertifikat hak milik atas tanah di Kantor 
Pertanahan Kabupaten Sleman dan upaya dalam menanggulanginya. 
b. Bagi Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman: Penelitian ini 
diharapkan dapat membantu Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman 





pelaksanaan pemblokiran sertifikat hak milik atas tanah di Kantor 
Pertanahan Kabupaten Sleman 
c. Bagi Masyarakat: Penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk 
masyarakat umum seiring meningkatnya permohonan pemblokiran 
sertifikat hak milik atas tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten 
Sleman dan upaya yang telah dilakukan oleh Kantor Pertanahan 
Kabupaten Sleman untuk menanggulanginya. 
E. Keaslian Penelitian  
Penelitian dengan judul Pelaksanaan Pemblokiran Sertifikat Hak Milik 
Atas Tanah Di Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman, merupakan karya asli 
penulis bukan merupakan bentuk plagiasi ataupun duplikasi dari skripsi 
yang telah ada. Berkaitan dengan topik penelitian di atas, ada beberapa 
tulisan (skripsi) dengan topik tersebut yaitu antara lain: 
1. Skripsi yang berjudul “Pelaksanaan Pemblokiran Sertipikat Hak Milik 
Atas Tanah Di Kantor Pertanahan Kabupaten Bangli Provinsi Bali”, 
ditulis oleh Ni Wayan Ari Susantinim  , Mahasiswa Fakultas Hukum 
Universitas Udayana Denpasar dengan Nomor Mahasiswa 1216051053 
Rumusan Masalah: 
a. Bagaimanakah pelaksanaan pemblokiran sertifikat hak milik atas 
tanah pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bangli? 
b. Apakah hambatan-hambatan dalam pelaksanaan pemblokiran 
sertifikat hak milik atas tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten 






Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis ini, diperoleh 
kesimpulan bahwa pelaksanaan pemblokiran sertipikat hak atas tanah di 
Kantor Pertanahan Kabupaten Bangli dilakukan melalui Subbagian Tata 
Usaha dilanjutkan dengan pencatatan pada loket pelayanan. Hal ini 
dilakukan sebagai suatu sikap kehati-hatian Kantor Pertanahan 
Kabupaten Bangli dalam menerima permohonan pemblokiran 
sertipikat. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pemblokiran yaitu 
banyaknya permohonan pemblokiran yang masuk, aplikasi KKP web 
belum mengakomodir blokir yang habis jangka waktunya (30 hari), 
serta kurangnya koordinasi antar Seksi pada Kantor Pertanahan 
Kabupaten Bangli. Adapun upaya untuk mengatasinya yaitu melakukan 
penambahan Sumber Daya Manusia (SDM), memberi masukan kepada 
Pusdatin (Pusat Data dan Informasi) BPN RI, serta meningkatkan 
komunikasi dan koordinasi antar Seksi dan Subseksi pada Kantor 
Pertanahan Kabupaten Bangli. 
2. Skripsi yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Pemenang 
Lelang Atas Pemblokiran Sertifikat Hak Milik” ditulis oleh Farah Ega 
Maharani,  Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia 
dengan Nomor Mahasiswa 14410466. 
Rumusan Masalah: 
a. Bagaimana keabsahan proses pemblokiran sertifikat hak milik yang 





b. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pemenang lelang atas 
pemblokiran sertifikat hak milik? 
Kesimpulan: 
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis ini, diperoleh 
kesimpulan bahwa sebagai berikut: 
1) Permohonan pemblokiran sertifikat hak milik yang diajukan oleh 
debitor dalam hal ini pemilik tanah sebelumnya yang diajukan kepada 
BPN merupakan pemblokiran yang tidak sah secara hukum dan tidak 
dapat dilaksanakan karena kepemilikan sertifikat hak milik tersebut 
telah beralih kepada kreditor dengan adanya janji untuk memberikan 
jaminannya berupa sertifikat hak milik tersebut kepada kreditor. 
Sementara itu, proses pemblokiran sertifikat hak milik yang 
dilaksanakan oleh BPN juga tidak sah secara hukum karena untuk 
mengajukan pemblokiran harus disertai dengan adanya sertifikat asli 
untuk bukti kepemilikan. Dalam hal ini sertifikat hak milik tersebut 
telah berada di tangan kreditor, sehingga dalam hal ini BPN telah 
melakukan kesalahan dalam mengananilisis kelengkapan dokumen dari 
pemohon blokir tersebut. Dengan demikian, BPN telah melakukan 
perbuatan melawan hukum karena telah menyetujui permohonan 
pemblokiran tersebut dan mengakibatkan kerugian kepada pemenang 
lelang. Kemudian, berdasarkan SEMA No. 
589/PAN.2/54/P?09/SK.Perd tanggal 28 Desember 2009 menyatakan 





dibebani hak tanggungan, apabila pemblokiran hendak dilakukan maka 
sertifikat tersebut harus di roya terlebih dahulu. SEMA tersebut 
memperkuat bahwa proses blokir yang dilaksanakan tidak sah secara 
hukum. 
2) Perlindungan hukum bagi pemenang lelang yang beritikad baik atas 
pemblokiran sertifikat hak milik yang diajukan oleh debitor terdapat 
dalam KUHPerdata, Vendu Reglement, HIR, PMK Nomor 
27/PMK.06/2016, dan Yurisprudensi Putusan MA. Pasal 200 ayat 10 
dan ayat 11 HIR menentukkan bahwa perlindungan hukum terhadap 
pemenang lelang,apabila pemenang lelang tidak dapat menguasai objek 
lelang yang telah dibelinya melalui pelelangan yang sah demi hukum, 
maka pemenang lelang dapat meminta bantuan kepada Pengadilan 
Negeri setempat untuk dimintakan pengosongan terhadap objek lelang 
tersebut, Vendu Reglementjuga mengatur hak pemenang lelang 
eksekusi hak tanggungan yang terkait dengan peralihan obyek lelang 
untuk memperoleh salinan kutipan risalah lelang yang nantinya akan 
dipergunakan sebagai akta jual beli untuk kepentingan balik nama objek 
lelang. Tetapi, risalah lelang tidak memberikan perlindungan hukum 
terhadap pemenang lelang eksekusi hak tanggungan atas penguasaan 
objek lelang, dalam KUHPerdata yang menyatakan bahwajika adanya 
itikad baik dari salah satu pihak yang membuat perjanjian maka pihak 
yang beritikad baik akan mendapatkan perlindungan hukum berupa 





Dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung, apabila dikemudian hari ada 
putusan yang bertentangan dengan putusan yang berkekuatan hukum 
tetap dan menyatakan putusan yang berkekuatan hukum tetap tersebut 
tidak mengikat tidak dapat dipakai sebagai alasan untuk membatalkan 
lelang terlebih meminta untuk diletakkan sita ataupun bokir, yang dapat 
dilakukan adalah menuntut ganti rugi atas objek sengketa dari pemohon 
lelang, Dalam hal ini pemenang lelang juga dapat meminta dihapuskan 
blokirnya karena blokir tersebut tidak memenuhi syarat yang telah 
ditetapkan dan menggugat pihak BPN untuk mendapatkan hak miliknya 
tersebut karena BPN telah melakukan pemblokiran sertifikat yang tidak 
sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dan telah merugikan 
pemenang lelang. 
3. Skripsi berjudul “Tinjauan Hukum Terhadap Pihak Yang Dirugikan 
Akibat Pencatatan Blokir Sertifikat Hak Atas Tanah Oleh Kementerian 
Agraria Dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional” ditulis oleh Br. 
Tarigan, Suary Veronika, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas HKBP 
Nommensen.  
Rumusan Masalah: 
a. Apa akibat hukum terhadap pemblokiran sertipikat hak atas tanah?  
b. Bagaimana pertanggung jawaban kementrian agrarian atas kerugian 






Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis ini, diperoleh 
kesimpulan bahwa Pemilik sertipikat tidak dapat melakukan peralihan atau 
pembebanan hak atas tanahnya kepada pihak lain karena adanya status 
blokir terhadap hak atas tanah. Kerugian Pemblokiran Sertipikat Hak atas 
Tanah tidak di atur dalam Peraturan Kementerian Agraria dan Tata Ruang, 
Namun dapat dilihat dalam peraturan Kitab Undang- Undang Hukum 
Perdata tentang pengaturan ganti rugi kepada setiap pihak yang merasa di 
rugikan dapat menuntut hak yang di ambil agar dikembalikan dengan 
keadaan sebagaimana adanya. 
 Ketiga tulisan tersebut di atas berbeda dengan rencana penelitian 
penulis dalam hal fokus permasalahannya ataupun lokasi penelitian. Tulisan 
pertama lebih mengkaji atau mengfokuskan pelaksanaan pemblokiran 
sertipikat hak milik atas tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Bangli, 
tulisan kedua lebih mengkaji pada Perlindungan Hukum Terhadap 
Pemenang Lelang Atas Pemblokiran Sertifikat Hak Milik, tulisan ketiga 
lebih mengkaji mengenai Tinjauan Hukum Terhadap Pihak Yang Dirugikan 
Akibat Pencatatan Blokir Sertifikat Hak Atas Tanah Oleh Kementerian 
Agraria Dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional. Penulis sendiri 
mengkaji dan mengfokuskan tentang Pelaksanaan Pemblokiran Sertifikat 
Hak Milik Atas Tanah Di Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman. 
F. Batasan Konsep  
1. Pelaksanaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ialah proses, cara, 





Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah 
rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi 
biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap. 
2. Pemblokiran atau pencatatan blokir berdasarkan Peraturan Menteri 
Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan  Pertanahan  Nasional Nomor 
13 Tahun 2017 tentang Tata Cara Blokir dan Sita adalah Tindakan 
administrasi Kepala Kantor Pertanahan atau pejabat yang ditunjuk untuk 
menetapkan keadaan status quo (pembekuan) pada hak atas tanah yang 
bersifat sementara terhadap perbuatan hukum dan peristiwa hukum atas 
tanah tersebut.  
3. Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat 
pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis, yang mana 
data di dalamnya sesuai dengan surat ukur dan buku tanah  
4. Hak Milik Atas Tanah, berdasarkan Pasal 20 Ayat (1) UUPA hak milik 
merupakan surat tanda bukti hak atas tanah bagi pemegangnya untuk 
memiliki, menggunakan, mengambil manfaat lahan tanahnya secara 
turun temurun, terkuat dan terpenuh. 
5. Kantor Pertanahan adalah unit kerja Badan Pertanahan Nasional di 
wilayah Kabupaten atau Kota, yang melakukan pendaftaran hak atas 
tanah dan pemeliharaan daftar umum 5 pendaftaran tanah.  
G. Metode Penelitian  





Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian hukum 
yuridis empiris. Penelitian hukum yuridis empiris yaitu pendekatan 
yang dilakukan untuk melihat gejala-gejala sosial yang berkaitan 
dengan penegakan hukum dalam praktiknya. Pendekatan yuridis 
empiris ini mengkaji bagaimana ketentuan normatif diwujudkan 
senyatanya di masyarakat.6 Di dalam penelitian ini penulis meneliti 
faktor-faktor yang dapat mempengaruhi hukum itu berfungsi dalam 
masyarakat dengan  memperhatikan sinkronisasi antara kaidah/ 
peraturan hukum yang berlaku, petugas/ aparat penegak hukum, 
sarana/fasilitas yang digunakan oleh penegak hukum serta kesadaran 
daripada masyarakat.   
Pendeketan  yuridis empiris dipergunakan berdasarkan pada 
permasalahan yang diteliti berupa faktor yuridis dan data yang diteliti. 
Pada intinya metode penelitian yuridis empiris dilakukan dengan 
memadukan antara keadaan di lapangan dengan hukum normatif yang 
berlaku. Dalam penelitian yuridis empiris ada dua jenis yaitu data 
primer dan data sekunder.  
2. Sumber Data 
Penelitian hukum yuridis empiris, sumber data yang diperlukan 
dapat diperoleh dari data primer dan data sekunder 
                                                             
6 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2001, Penelitian Hukum Normati: Suatu Tinjauan 





a. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari 
kenyataan di masyarakat. Data primer dalam penelitian ini diperoleh 
dari data lapangan berupa dokumen-dokumen permohonan 
pencatatan blokir sertifikat hak milik atas tanah serta hasil 
wawancara kepada pejabat maupun pegawai Kantor Pertanahan 
Kabupaten Sleman yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan 
pemblokiran hak milik atas tanah. Dari hasil wawancara dengan 
narasumber yang diperlukan agar dapat memperoleh data mengenai 
pelaksanaan pemblokiran sertifikat hak milik atas tanah di Kantor 
Pertanahan Kabupaten Sleman. Pemilihan informan dilakukan 
dengan teknik purposive sampling, yaitu teknik pengambilan 
sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu.7 Sampel dalam 
penelitian kualitatif bukan dinamakan responden, melainkan sebagai 
narasumber, atau partisipan, informan, teman dan guru dalam 
penelitian.  
b. Data sekunder  
Data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan 
data kepada pengumpul data, misalnya melalui orang lain ataupun 
dokumen saja. Data sekunder terdiri atas: 
1) Bahan hukum primer  
                                                             
7 Sugiyono, 2014,  Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan 





Bahan hukum primer adalah dokumen hukum yang mempunyai 
daya mengikat bagi subyek hukum. Di dalam penelitian ini 
terdiri dari peraturan perundang-undangan. Peraturan 
perundang-undangan yang dipergunakan dalam penelitian ini 
adalah sebagai berikut: 
a) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan 
Dasar Pokok-Pokok  Agraria  
b) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 Tentang 
Pendaftaran Tanah 
c) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang 
Pendaftaran Tanah  
d) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan 
Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Peraturan 
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 
e) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 
2010 Tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan  
f) Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan 
Pertanahan Nasional Republik Indonesianomor 13 tahun 
2017 tentang tata Cara Blokir Dan Sita 
2) Bahan hukum sekunder 
Bahan hukum sekunder adalah dokumen hukum yang tidak 





ini berupa Pendapat hukum yang diperoleh dari buku, jurnal 
hukum, laporan hasil penelitian dan surat kabar 
3) Bahan hukum tersier 
Bahan hukum tersier atau penunjang adalah bahan hukum untuk 
memperjelas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder 
seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia  
3. Metode Pengumpulan Data  
Penelitian hukum yuridis empiris ini memerlukan metode 
pengumpulan data melalui: 
a. Wawancara  
Wawancara adalah proses tanya jawab yang berlangsung secara 
lisan dimana penulis dengan narasumber bertatap muka baik secara 
langsung maupun daring untuk mendengarkan secara langsung 
informasi dan keterangan yang dibutuhkan untuk memenuhi data 
mengenai pelaksanaan pemblokiran sertifikat hak milik atas tanah 
di Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman dan mengetahui apa saja 
hambatan dalam pelaksanaannya serta upaya penanggulangannya. 
b. Studi Dokumen  
Studi dokumen adalah pengumpulan dokumen dan data-data yang 
diperlukan untuk dikaji lebih lanjut sehingga dapat mendukung dan 
menambah kepercayaan serta pembuktian suatu kejadian.8 Teknik 
dalam studi dokumen ini disebut dengan “library research” yaitu 
                                                             





dikumpulkan dengan cara membaca dan mengutip buku-buku, 
jurnal hukum dan peraturan perundang-undangan yang 
berhubungan dengan rumusan masalah yang telah ditentukan. Di 
dalam penelitian ini penulis melakukan studi dokumen dengan cara 
mengumpulkan dokumen ataupun arsip permohonan Pemblokiran 
Sertifikat Hak Milik Atas Tanah dari bagian Seksi Penanganan 
Masalah dan Pengendalian Pertanahan di Kantor Pertanahan 
Kabupaten Sleman. Kemudian penulis melakukan tinjauan terhadap 
dokumen kelengkapan berkas, jalannya pemberkasan dari mulai 
tahap permohonan pemblokiran, hingga pencatatan dalam buku 
tanah. 
4. Lokasi Penelitian  
Lokasi penelitian ini dilakukan di Kantor Pertanahan Kabupaten 
Sleman. Pemilihan lokasi penelitian ini didasarkan atas pertimbangan 
bahwa di Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman tingkat permohonan 
pemblokiran sertifikat hak milik atas tanah semakin meningkat. 
5. Teknik Penentuan Sampel Penelitian  
Teknik penetuan sampel penelitian yang dipergunakan dalam 
penelitian ini adalah teknik purposive sampling adalah sampel dipilih 
atau ditentukan secara mandiri oleh peneliti, penunjukan dan penentuan 
sampel didasarkan atas pertimbangan bahwa sampel telah memenuhi 
kriteria dan sifatnya atau karakteristik tertentu yang merupakan ciri 






Narasumber adalah seseorang/ subyek yang karena jabatannya, 
profesi ataupun keahliannya memberikan jawaban atas pertanyaan 
peneliti berdasarkan pedoman wawancara yang berupa pendapat hukum 
terkait dengan rumusan masalah hukum dan tujuan peneliti serta guna 
melengkapi data di dalam penelitian. Narasumber dipergunakan dalam 
penelitian hukum yuridis empiris.  Adapun narasumber di dalam 
penelitian ini terdiri dari : 
a. Kepala Sub Seksi Penanganan Sengketa, Konflik dan Perkara 
Pertanahan di Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman 
b. Kepala Sub Seksi Pengendalian Pertanahan Kantor Pertanahan 
Kabupaten Sleman 
c. Staff Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan Kantor 
Pertanahan Kabupaten Sleman 
7. Analisis Data  
Analisis data yang dilakukan terhadap penelitian ini adalah analisis 
kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Cara berpikir menggunakan 
metode deduktif yaitu pengambilan kesimpulan untuk suatu atau 
beberapa kasus khusus yang didasarkan kepada suatu fakta umum. 
Metode berpikir deduktif adalah metode yang bertolak dari kaidah 
hukum umum untuk menentukan kaidah hukum yang khusus. Analisis 
data kualitatif adalah suatu teknik yang menggambarkan dan 





memperoleh gambaran secara umum dan menyeluruh tentang kenyataan 
yang sebenarnya melalui tahap-tahap sebagai berikut. Tahap pertama 
adalah konseptualisasi yakni mempersiapkan data hasil penelitian yang 
telah diperoleh dari wawancara dan studi dokumen, kemudian 
dilanjutkan dengan tahap kategorisasi dan relasi adalah dengan 
menyusun sesuai dengan rumusan masalah yang telah ditetapkan oleh 
penulis yaitu data mengenai proses pelaksanaan pemblokiran sertifikat 
hak milik atas tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman dan 
hambatan serta penanggulangan dalam pelaksanaannya, selanjutnya 
menginterpretasikan atau memaknai data secara deskriptif. Penulis akan 
menggambarkan apa adanya sesuai dengan permasalahan yang terjadi 
di dalam pelaksanaan pemblokiran sertifikat hak milik atas tanah di 
Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman dan mendeskripsikan apa saja 
hambatan serta penanggulangan yang dilakukan. Selanjutnya 
diselesaikan dengan menarik kesimpulan di dalam bagian akhir 








Berdasarkan hasil penelitian dan analisis tersebut di atas, maka 
penulis menarik kesimpulan bahwa : 
1. Pelaksanaan pemblokiran sertifikat hak milik atas tanah di 
Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman ialah kegiatan 
pemblokiran sertifikat tanah yang berupa tindakan administrasi 
Kepala Kantor Pertanahan atau pejabat yang ditunjuk untuk 
menetapkan keadaan status quo (pembekuan) pada hak atas 
tanah yang bersifat sementara terhadap perbuatan hukum dan 
peristiwa hukum atas tanah dalam rangka mewujudkan tertib 
administrasi pertanahan. Pelaksanaan Pemblokiran Sertifikat 
Hak Milik Atas Tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman 
telah berjalan sesuai dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata 
Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 
2017 tentang Tata Cara Blokir dan Sita yang meliputi tata cara 
permohonan blokir dari tahap awal yaitu permohonan 
pemblokiran hingga tahap akhir yaitu pencatatan dalam buku 
tanah.  
2. Hambatan yang dihadapi oleh Kantor Pertanahan Kabupaten 
Sleman dalam pelaksanaan pemblokiran sertifikat hak milik atas 
tanah meliputi hambatan eksternal yakni dari masyarakat itu 





sertifikat dan tidak mempunyai insiatif sendiri untuk melakukan 
pengajuan permohonan blokir tanpa didampingi kuasa hukum, 
selanjutnya kurangnya koordinasi antar seksi yang menangani 
pemblokiran tanah, dan hambatan yuridisnya yaitu adanya 
kekosongan hukum di dalam peraturan pemblokiran tanah. 
Upaya yang telah dilakukan Kantor Pertanahan Kabupaten 
Sleman adalah  meningkatkan koordinasi dengan bagian yang 
mempunyai otoritas untuk mengeluarkan buku tanah, 
selanjutnya Kantor Pertanahan, melakukan pelayanan kepada 
masyarakat yang hendak mengajukan permohonan blokir 
sehingga masyarakat dapat berkonsultasi secara langsung 
kepada pejabat Kantor Pertanahan mengenai pemblokiran tanah, 
terkait adanya kekosongan hukum upaya yang dilakukan oleh 
Kantor Pertanahan melakukan koordinasi dengan Pengadilan 
Negeri Sleman dan akan menolak beberapa permohonan dengan 
alasan perkara di Pengadilan apabila permohonan yang diajukan 
memang tidak layak untuk diproses.  
B. Saran 
Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas, penulis memberikan saran 
sebagai berikut : 
1. Karena hingga saat ini masih banyak masyarakat tidak 
mengetahui tata cara dan persyaratan pemblokiran tanah maka 





salah satunya adanya sosial media yang berkembang pesat di 
kalangan masyarakat seperti Twitter, Instagram dan menurut 
hasil penelitian Kantor Pertanahan telah mempunyai akun sosial 
media tersebut seharusnya dimanfaatkan dengan lebih optimal. 
2. Perlunya kesadaran hukum bagi masyarakat akan pemblokiran 
sertifkat hak milik atas tanah guna mencegah terjadinya 
permasalahan pertanahan di Kabupaten Sleman dan memberikan 
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